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The purpose of this research is to know bus station retribution collecting 
procedure in Tirtonadi Bus Station of Surakarta, evaluate the applied internal 
controlling system in business retribution, and the monitoring used by Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal to minimalize the deviation in the 
implementation of retribution collection. The step of this research is done by 
comparing between teory from data in the regional regulation and observation in 
the real life that has been done by writer. 
 The result of the research is internal controlling system used by UPTD 
Terminal has been showing an internal controlling system element, that is the 
organization structure serves an explicit functional responsibility, authorization 
system and reporting procedure, a health practice, and the employees having 
proper quality with their responsibilities. 
 From the research the writer conclusion find that there is still deviation in 
the implementation of retribution collection in which not in according to the 
Regional Regulation  No. 2/2002 about Passenger Station, there is internal 
controlling element in bus station retribution collection in UPTD Terminal, and 
there is a direct monitoring by the head of UPTD Terminal and external 
monitoring used to minimalize the deviation in retribution collection. 
Based on the result of this study, the writer provides some suggestion for 
the government to pay more attention on human resource restriction, improving 
the work program, and it is the time for the government of Surakarta City to 
evaluate the Regional Regulation which presently used, so that the rules within 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemungutan 
retribusi jasa usaha terminal di Terminal Tirtonadi Surakarta, mengevaluasi sistem 
pengendalian intern yang diterapkan pada pemungutan retribusi terminal, dan 
mengetahui pengawasan yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) Terminal untuk meminimalisasi penyelewengan yang terjadi dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi. Langkah penelitian ini adalah dengan 
membandingkan antara teori dari data dalam Peraturan Daerah dan observasi di 
lapangan yang telah dilakukan penulis. 
Hasil penelitian ini adalah sistem pengendalian intern yang digunakan oleh 
UPTD Terminal sudah menunjukkan adanya unsur sistem pengendalian intern 
yaitu struktur organisasi dengan tanggung jawab fungsional yang tegas, sistem 
otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang 
mutunya sesuai tanggung jawabnya. 
Dari kesimpulan penelitian penulis menemukan bahwa masih terdapat 
penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang, sudah 
terdapat unsur pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal di UPTD 
Terminal, dan telah ada pengawasan dari atasan langsung oleh kepala UPTD 
Terminal dan pengawasan dari luar yang digunakan untuk meminimalisasi 
penyelewengan dalam pemungutan retribusi. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran agar pemerintah 
lebih memperhatikan keterbatasan sumber daya manusia, meningkatkan program 
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kerja, dan sudah saatnya Pemerintah Kota Surakarta mengevaluasi Peraturan 
Daerah yang sekarang ini diterapkan di Terminal Tirtonadi sehingga aturan-aturan 
yang ada didalamnya dapat membuat kondisi Terminal Tirtonadi bias lebih tertata, 













A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Berdirinya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal 
Bus Tirtonadi Surakarta 
Kota Surakarta mempunyai satu buah terminal induk yaitu 
Terminal Bus Tirtonadi. Terminal Bus Tirtonadi merupakan terminal 
dengan tipe A yang berfungsi melayani jaringan transportasi berskala 
lokal dan regional. Pada awal tahun 1975, terminal ini dibangun karena 
terminal bus yang lama yaitu “Stasiun Bus Hardjodaksino”, yang berada 
di Kampung Gemblegan, dipandang tidak mampu lagi menampung 
jumlah bus yang kian bertambah banyak (over load). 
        Mengingat kondisi yang sudah tidak memadai sehingga timbul 
kemacetan, serta dari pertimbangan lain, maka Walikotamadya Kepala 
Tingkat II Surakarta, menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 
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138/Kep/B1/1975 tanggal 26 Juni 1975, yang menetapkan antara lain 
perlunya relokasi terminal bus dan PT Sarana Dwipa Semarang ditunjuk 
untuk merencanakan, mengerjakan, sekaligus membiayai proyek 
Terminal Bus baru yang berlokasi di sebelah Timur Taman Tirtonadi, 
Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, yang selanjutnya dinamakan 
“Terminal Bus Tirtonadi Surakarta”. 
        Pembangunan terminal tersebut selesai pada bulan Juli 1976. 
Peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah, dan mulai dioperasikan pada tanggal 18 Juli 1976. 
Pengelolaannya masih ditangani oleh pihak kontraktor pembangunan 
yakni PT Sarana Dwipa, yang sesuai perjanjian memiliki hak mengelola 
selama 80 bulan (8 bulan untuk masa pembangunan, 72 bulan untuk hak 
pengelolaan). 
        Setahun kemudian Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam 





tanggal 10 Agustus 1977, tentang 
Terminal dan Retribusi Angkutan Penumpang. Pada intinya ditetapkan 
bahwa pengelolaan Terminal Bus dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Tingkat II (c.q. Dinas Pendapatan Daerah). 
        Dengan demikian, pengelolaan Terminal Bus Tirtonadi Surakarta 
selanjutnya ditangani oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah, dengan Penyelesaian 
perhitungan dengan pihak PT Sarana Dwipa. 
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        Perkembangan selanjutnya, setelah terbitnya Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah, kemudian 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. 
Ditindaklanjuti dengan SK Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Susunan dan Kewenangan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
Kota Surakarta, dimana UPTD Terminal yang masuk Dinas Pendapatan 
Daerah selanjutnya masuk jajaran Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, 
maka pengelolaan Terminal ditangani oleh UPTD Terminal Tirtonadi 
Dinas LLAJ Kota Surakarta, kemudian pada tahun 2009 sesuai dengan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta 
berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Surakarta. 
        Sesuai dengan perkembangan jumlah bus, di tahun 1988 sudah 
mendesak untuk diadakan perluasan, saat itu dilakukan pengembangan 
pertama. Tahun 1991 diadakan perluasan lagi ke arah barat, yang hingga 
saat ini diperuntukkan bagi bus-bus yang berangkatnya ke arah barat 
(Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Sumatra). Perluasan tersebut selalu 
diikuti penambahan fasilitas-fasilitas penunjang terminal, baik kamar 
mandi maupun parkir kendaraan antar jemput dan sebagainya. 
        Saat ini Terminal Tirtonadi sebagai salah satu terminal tipe A di 
Jawa Tengah mempunyai  luas lahan 3,5 ha atau masih belum memenuhi 
standar kualifikasi terminal tipe A (min 5 ha). Oleh sebab itu Pemerintah 
Kota Surakarta merencanakan pada tahun 2009 diadakan perluasan ke 
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arah barat seluas 1,5 ha. Prosesnya sudah melewati proses DED dan 




2. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal 
Bus Tirtonadi Surakarta 
        Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal 
Bus Tirtonadi Surakarta adalah sebagai berikut. 
a. Menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal 
sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas. 
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas. 
c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas. 
d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi 
penyimpangan. 
e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan 
hambatan serta memberikan jalan keluarnya. 
f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan 
kerja. 
g. Melaksanakan pengelolaan terminal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
 20 
h. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah di lingkungan terminal. 
i. Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan terminal. 
j. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, halaman, taman, peralatan 
dan inventaris milik Pemerintah Kota Surakarta yang berada di 
komplek terminal. 
k. Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah. 
l. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan 
tahunan. 
m. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas. 
n. Melaporkan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran  
pelaksanaan tugas. 
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal 
Bus Tirtonadi Surakarta 
Dalam pelaksanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Terminal perlu dibentuk struktur organisasi yang terdiri dari: 
a. kepala UPTD, 
b. urusan tata usaha, 
c. urusan pungutan, 
d. urusan pengaturan dan pengawasan lalu lintas, 
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e. urusan keamanan dan ketertiban, dan 
f. urusan kebersihan dan perawatan bangunan. 
 
 
4. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) Terminal Bus Tirtonadi Surakarta 
Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta No. 20 Tahun 2001, 
tugas dan fungsi struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Terminal Bus Tirtonadi Surakarta adalah sebagai berikut ini. 
a. Kepala UPTD 
Kepala UPTD adalah unsur pelaksana koordinasi kegiatan Dinas 
Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan dan pungutan daerah di 
Terminal Bus Tirtonadi Surakarta. 
Kepala UPTD mempunyai tugas yaitu melaksanakan segala usaha dan 
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan terminal bus dan 
koordinasi dalam rangka pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah di 
terminal bus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan 
petunjuk Dinas Pendapatan Daerah. 
Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
wajib menjalin hubungan kerja dengan kepala terminal sehingga 
terwujud koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara tugas-tugas 
Pemerintah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah dibidang 
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Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan 
tugas-tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Ketertiban dan Keamanan, 
Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan serta Pelayanan Masyarakat. 
Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut ini. 
1) Melakukan pelaksaan pengelolaan Terminal Bus Tirtonadi 
Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dan petunjuk dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
2) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemungutan 
Retribusi Daerah di komplek Terminal Bus Tirtonadi Surakarta 
secara operasional berdasarkan keputusan perundang-undangan 
yang belaku dan petunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
3) Melakukan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di komplek 
Terminal Bus Tirtonadi Surakarta. 
4) Melakukan pelaksanaan kebersihan di komplek Terminal Bus 
Tirtonadi Surakarta. 
5) Melakukan perawatan dan pemeliharaan semua bangunan, 
halaman, taman, peralatan dan inventaris milik Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat  II Surakarta yang berada di komplek 
Terminal Bus Tirtonadi Surakarta. 
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah. 
b. Urusan Tata Usaha 
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Urusan Tata Usaha mempunyai tugas-tugas menyiapkan surat-
menyurat pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, 
pengelolaan peralatan, penyusunan perencanaan, dan urusan lainnya. 
 
Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut ini. 
1) Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan urusan rumah 
tangga. 
2) Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan 
UPTD terminal serta menyusun laporan. 
3) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian. 
4) Melaksanakan pengelolaan keuangan. 
5) Melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris kantor, 
pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya. 
6) Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan 
tugas. 
c. Urusan Pungutan 
Urusan Pungutan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan 
retribusi terminal, membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan 
target penerimaan retribusi serta melaksanakan kegiatan intensifikasi 
dan ekstensifikasi pemungutan retribusi terminal. Urusan Pungutan 
mempunyai fungsi sebagai berikut ini. 
1) Melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi terminal dan 
menyiapkan target penerimaan. 
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2) Melaksanakan pembukuan dan laporan realisasi penerimaan 
tunggakan-tunggakan retribusi terminal. 
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD 
Terminal. 
d. Urusan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas 
  Urusan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas 
mengatur dan mengawasi kegiatan lalu lintas di lingkungan terminal. 
Dalam menjalankan tugasnya Urusan Pengaturan dan Pengawasan 
Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut ini. 
1) Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam 
terminal. 
2) Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta 
kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal. 
3) Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut 
jadwal yang ditetapkan. 
4) Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang. 
5) Pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum 
pada penumpang. 
6) Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal, yakni 
dengan jarak radius 100 m dari batas wilayah terminal. 
7) Penyidikan pelanggaran. 
8) Pencatatan dan pelaporan pelanggaran. 
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9) Pencatatan dan pelaporan jumlah bus dan penumpang yang datang 
maupun yang berangkat. 
10) Mengkoordinir tarif angkutan. 
11) Mengawasi kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan. 
12) Mengawasi muatan yang diizinkan. 
13) Mengawasi pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan. 
14) Mengawasi terminal serta fasilitas penumpang sesuai 
peruntukannya. 
e. Urusan Keamanan dan Ketertiban 
 Urusan Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan 
pengamanan dan penertiban umum dalam komplek terminal Tirtonadi. 
Urusan Keamanan dan Ketertiban ini mempunyai fungsi sebagai 
berikut ini. 
1) Menjaga keamanan pimpinan dan karyawan serta harta milik Dinas 
yang berada di komplek Terminal Tirtonadi. 
2) Melakukan pembinaan terhadap semua pekerja atau pencari nafkah 
selain karyawan UPTD Terminal sehingga terjamin ketertiban 
untuk kelancaran pelayanan umum dalam komplek Teminal Bus 
Tirtonadi. 
3) Melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam komplek terminal Bus 
Tirtonadi. 
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4) Melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi-instansi dan 
satuan-satuan lain dalam tugas pengamanan dan penertiban 
Terminal Tirtonadi. 




f. Urusan Kebersihan dan Perawatan Bangunan 
Urusan Kebersihan dan Perawatan Bangunan mempunyai tugas 
melaksanakan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
kebersihan dan keindahan bangunan gedung, halaman, dan 
perlengkapannya berikut bangunan lain yang bersangkutan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi terminal serta memelihara kebersihan, 
kesehatan, dan keindahannya. Urusan Kebersihan dan Perawatan 
bangunan mempunyai fungsi sebagai berikut ini. 
1) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan dan keindahan 
seluruh bangunan, taman, kebun, dan tempat-tempat pelayanan 
umum lainnya. 
2) Melaksanakan kegiatan perbaikan dan perawatan bangunan serta 
perlengkapannya. 
3) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan semua peralatan 
kebersihan. 
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4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Terminal 
Tirtonadi. 
g. Bendahara Penerima Pembantu 
Bendahara Penerima Pembantu mempunyai tugas menerima uang hasil 
pungutan retribusi terminal, menghitung dan mencatat uang hasil 
pungutan retribusi kedalam Buku Penerimaan dan Surat Tanda Setoran 
(STS). 
 
Bendahara Penerima Pembantu mempunyai fungsi sebagai berikut ini. 
1) Menerima uang hasil pemungutan retribusi terminal. 
2) Menghitung uang hasil pemungutan retribusi terminal. 
3) Mencatat kedalam Buku Penerimaan dan Surat Tanda Setoran. 





Struktur Organisasi UPTD Terminal Kota Surakarta 
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 5. Monografi Terminal Bus Tirtonadi Surakarta 
a. Alamat 
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 262, 
 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, 
  Kota Surakarta, Kode Pos 57134. 
 Jarak dari pusat Kota ( Balaikota) = + 4 km 
b. Penyelenggara 
DINAS PERHUBUNGAN 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
TERMINAL KOTA SURAKARTA 
c. Dasar Hukum Operasional 
Perda No. 2 Th. 2002 Tentang Terminal Penumpang 
d. Data Pelataran/ Landasan Untuk Bus 
TABEL I.1 
Data Pelataran/ Landasan Untuk Bus di Terminal Bus Tirtonadi 
Surakarta 
 
  No.  Peruntukan            Kapasitas    Luas 
 
  1.  Kedatangan bus/ 
   penurunan penumpang 14 bus  2.235 m2 
  2.  Pemberangkatan Timur 38 bus  6.420 m2 
  3. Pemberangkatan Barat 28 bus  3.996 m2 
  4.  Istihahat Timur  70 bus  6.261 m2 






e. Fasilitas Untuk Pengunjung/ Penumpang 
 TABEL I.2 
Fasilitas Untuk Pengunjung/ Penumpang Bus di Terminal Bus 
Tirtonadi Surakarta 
 
No.   Fasilitas        Luas 
 1. Pelataran parkir kendaraan pengunjung  3.400 m2 
 2. Emplasemen      1.806 m2 
 3.  Ruang Tunggu (2 lokasi)       694 m2 
 4.  Kamar Kecil (8 unit)        262 m2 
5.  Puskesmas Pembantu (1 bangunan)        64 m2 
6.  Masjid          153 m2 
7. Tempat penitipan sepeda/ motor (2 lokasi)  1.099 m2 
8. Papan Jurusan/ papan tarif          70 bh 
9. Papan informasi (dari BIK)           2 m2 
10. Telepon Umum: Telepon coin         5 unit 
   Telepon kartu         3 unit 
   Wartel        18 unit 
 11.  Kios/ los 144 buah     2.981 m2 
 
Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta 
 
f. Fasilitas Bangunan Kantor/ Pendukung 
TABEL I.3 
Fasilitas Bangunan Kantor/ Pendukung di Terminal Bus  
Tirtonadi Surakarta 
 
No.   Fasilitas          Luas 
  
1.  Kantor Ketatausahaan        260 m2 
2.  Ruang Pertemuan/ rapat         60 m2 
 3.  Ruang Urusan Pungutan, Pelayanan, Gudang Arsip     126 m2 
4. Pos penarikan retribusi, Ruang Urusan PPL       80 m2 
5. Pos POLRI           12 m2 
6. Ruang Urusan Keamanan Ketertiban          51 m2 
 7. Ruang Urusan Pemeliharaan dan Kebersihan    120 m2 
8.  Menara pengawas (2 buah)       180 m2 
9.  Garasi truk sampah dan kendaraan angkutan                243 m2 
 
Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta 
 
 
g. Jumlah Karyawan Pengelola Terminal  
      TABEL I.4 
    Jumlah Karyawan Pengelola Terminal Bus Tirtonadi  
    Surakarta 
 
No.  Status Kepegawaian         Jumlah Anggota 
   
 1.      Pegawai Negeri Sipil (PNS)     119 orang 
 2  Tenaga Harian Lepas (THL)      85 orang 
Jumlah     204 orang 
 Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta 
 
h. Karyawan/ Petugas di Luar Pengelola Terminal 
    TABEL I.5 
Karyawan/ Petugas di Luar Pengelola Terminal Bus Tirtonadi 
Surakarta 
 
 No.  Status Kepegawaian   Jumlah Anggota 
 
    1.     Petugas Polresta Surakarta   10 orang 
 2.   Petugas Puskesmas Pembantu      6 orang 
Jumlah     16 orang 
 Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta 
 
i. Himpunan/ Kelompok dan jumlah anggota pencari nafkah 
    TABEL I.6 
Himpunan/ Kelompok dan Jumlah Anggota Pencari Nafkah di  
Terminal Bus Tirtonadi Surakarta 
 
No.   Himpunan Kelompok       Jumlah Anggota 
 1.  Himpuan Pemilik Kios & Los (HPKL)   125 orang 
 2.  Himpunan Agen Bus Malam (HABMA)    214 orang 
 3.  Himpunan Pengurus Bus Antar Kota (HIPBAK)   260 orang 
4.  Himpunan Pengemudi Becak Terminal (HPBT)  250 orang 
5.  Himpunan Carteran Terminal Tirtonadi (HCTT)    50 orang 
6. Kelompok Pembersih Bus Terminal (KPBT)    28 orang 
7.  Kelompok Angkutan Barang Terminal (KABT)    86 orang 
 8.  Asongan       250 orang 
 
      Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta 
 
j. Daftar Tarif Retribusi Terminal 
TABEL I.7 
 Daftar Tarif Retribusi Terminal 
 
No. Jenis TPR  Macam Retribusi       Tarif (Rp)     Keterangan 
        
 
1. Bus Cepat menurunkan/ menaikkan 2,000,-            1x parkir 
AKAP/ AKDP  jalur istirahat/ parkir/ 
   kebersihan       
Bus lambat  menurunkan/ menaikkan 1.500,-            1x parkir 
AKAP/ AKDP  jalur istirahat/ parkir/ 
kebersihan 
 
2. Bus Perkotaan  
 a. Bus Besar/ sedang menurunkan/ menaikkan 750,-            1x parkir 
   jalur istirahat/ parkir/ 
kebersihan 
b. Bus Kecil  menurunkan/ menaikkan 300,-            1x parkir 
jalur istirahat/ parkir/ 
kebersihan 
 
3. Bus Kota 
a. Bus Besar/ sedang menurunkan/ menaikkan 750,-            1x parkir 
   jalur istirahat/ parkir/ 
kebersihan 
b. Bus Kecil  menurunkan/ menaikkan 300,-            1x parkir 
jalur istirahat/ parkir/ 
     kebersihan 
 
4. Taksi dan Mobil menurunakan/ menaikkan 500,-            1x masuk 
    Jalur istirahat/ parkir/           max. 3 jam 
    kebersihan 
 
5. Sepeda Motor  parkir    200            1x masuk 
                          max. 3 jam 
 
6. Sepeda Motor  penitipan   500            1x masuk 
               max. 24 jam 
  
7. Sepeda   penitipan   200,-       1x penitipan 
                  max. 24 jam 
 
8.  Becak   masuk komplek terminal 100,-            1x masuk 






9. Kios Terbuka/  tempat usaha dagang dan 110,-/m2   kelas I 
 Tertutup  kebersihan   perhari 
        100,-/m2  kelas II 
         perhari   
        90,-m2       kios terbuka 
        perhari 
 
10. Tempat Penjualan tempat/ loket ijin  1.500,-/hari    masa 1thn 
 Karcis Bus/ Non-Bus penggunaan loket  
 
11. Ruang Tunggu  ruang tunggu, kebersihan, 200,-           1x masuk 
    Penerangan, tempat duduk, 
    Pusat Informasi, MCK (Toilet) 
 
12.  Tanda Pengenal      5.000,-/org       pertahun 
 Pedagang, Penjual 
 Karcis, Pembersih 
 Bus, Asongan dan 
 Penyemir sepatu 
 
13. Retribusi Asongan     500,-/org          pertahun
 dan Penyemir sepatu    
 
    Sumber : UPTD Terminal Kota Surakarta 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah yang 
bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan 
pemerintah di daerah mampu mengelola dan meningkatkan sendiri sumber-
sumber yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi 
indikator tingkat kemandirian pemerintah daerah dari aspek keuangan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 Dengan bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka sistem Negara Republik 
Indonesia memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengatur dan 
mengurus segala urusan daerahnya sendiri dan menciptakan adanya suatu 
kesempatan untuk mengupayakan kemampuan daerahnya sendiri tanpa 
campur tangan pemerintah pusat. 
Dengan adanya otonomi daerah diharapkan tiap-tiap daerah dapat 
mengurus kepentingan daerahnya sendiri, begitu juga dalam hal pengelolaan 
sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan 
otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yaitu dengan 
memberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang 
berasal dari PAD khususnya bersumber dari retribusi daerah perlu 
ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan dan 
penyelenggaraan di daerah dapat terwujud. 
Retribusi memiliki arti yang berbeda dengan pajak. Retribusi pada 
umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya 
kontraprestasi berupa jasa-jasa pelayanan, karena pembayaran tersebut 
ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi dari pemerintah 
(Waluyo, Wirawan B. Illyas, 2002: 9). 
 Pengertian retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
 oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan 
(Mardiasmo, 2003: 100). 
Tiap-tiap daerah memiliki peraturan daerah tentang pelaksanaan 
pemungutan retribusi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari 
besarnya tarif retribusi yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Salah satu 
contoh retribusi daerah adalah retribusi terminal, dimana Pemerintah Kota 
Surakarta mendapatkan hasil retribusi terminal tersebut dari Retribusi 
Terminal Bus Tirtonadi. 
Retribusi Terminal Bus Tirtonadi merupakan salah satu retribusi yang 
masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Sumber 
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sangat penting bagi penyediaan 
keuangan di Kota Surakarta yang akan digunakan untuk pembangunan dan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Retribusi terminal merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini 
disebabkan karena semakin banyak masyarakat yang membutuhkan sarana 
transportasi khususnya transportasi darat untuk menunjang segala kegiatan 
dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, banyak 
perusahaan jasa transportasi darat berlomba-lomba menawarkan jasa 
transportasinya dengan segala macam fasilitas yang diberikan untuk menarik 
minat masyarakat. Contoh sarana transportasi darat adalah bus umum, 
angkutan kota, taksi dan lain-lain. Dengan semakin banyaknya jumlah 
 sarana transportasi darat yang ada, maka semakin banyak pula jumlah 
pendapatan yang diterima daerah dari retribusi terminal.  
Sistem pemungutan retribusi yang menganut Official Assessment 
System yaitu dimana dalam pemungutan retribusi memberikan wewenang 
kepada pemerintah untuk menentukan besarnya retribusi terutang. Potensi 
untuk melakukan kecurangan oleh Wajib Retribusi sangat kecil 
dibandingkan jika pemungutan retribusi  menggunakan Self Assessment 
System, namun hal ini tidak mengingkari bahwa bisa saja terjadi dalam 
sistem pemungutan retribusi ini terdapat kebocoran atau penyimpangan yang 
terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.  
Realisasi pendapatan retribusi terminal selama beberapa tahun terahkir 
ini tidak memenuhi target penerimaan retribusi terminal. Pada tahun 2007 
misalnya, Terminal Tirtonadi ditarget menyumbang PAD Rp. 
3.834.677.000,00 tetapi UPTD Terminal hanya menyetor Rp. 
3.085.551.890,00. Kemudian pada tahun 2008, Terminal Tirtonadi kembali 
ditarget menyumbang Rp. 3.834.677.000,00 tetapi hanya terpenuhi sebesar 
Rp. 3.291.679.200,00. Penulis menaruh minat untuk melakukan penelitian di 
Terminal Tirtonadi untuk mengetahui prosedur pemungutan retribusi 
terminal, sistem pengendalian intern yang diterapkan di UPTD Terminal 
Tirtonadi, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Terminal. 
Untuk dapat mengetahui prosedur pemungutan retribusi terminal, 
sistem pengendalian intern yang diterapkan di UPTD Terminal Tirtonadi, 
dan juga pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Terminal maka 
dibutuhkan keterangan mengenai prosedur pemungutan retribusi jasa 
 terminal yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal 
Kota Surakarta, struktur organisasi, sistem wewenang, praktik yang sehat 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, pengawasan, 
serta mutu karyawan. 
Berdasarkan asumsi diatas, maka penulis menaruh minat melakukan 
penelitian dengan judul “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL DI 
TERMINAL TIRTONADI SURAKARTA” 
 
C. Perumusan Masalah 
Penulis membatasi masalah yang akan dibahas, hal ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mempermudah di dalam melakukan penulisan. Adapun 
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini. 
1. Bagaimana prosedur pemungutan retribusi jasa usaha terminal di 
Terminal Tirtonadi Surakarta? 
2. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan pada 
pemungutan retribusi jasa usaha terminal di Terminal Tirtonadi 
Surakarta? 
3. Bagaimana pengawasan yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) Terminal Surakarta untuk meminimalisasi 
penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi? 
 
D. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dalam melakukan 
penelitian diatas dapat memberi manfaat yang berguna dan sesuai dengan 
yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 
1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan retribusi jasa usaha terminal di 
Terminal Tirtonadi Surakarta. 
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang diterapkan pada 
pemungutan retribusi jasa usaha di Terminal Tirtonadi Surakarta. 
3. Untuk mengetahui pengawasan yang digunakan oleh Unit Pelaksana 
Teknis Dinas (UPTD) Terminal Surakarta untuk meminimalisasi 
penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian akan lebih bernilai jika memberi manfaat bagi 
beberapa pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut ini. 
1. Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kota Surakarta 
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan digunakan sebagai 
acuan peninjauan ulang pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dan 
juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 
kebijakan untuk pelaksanaan retribusi terminal yang selanjutnya. 
2. Bagi Penulis 
Digunakan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan 
ilmu yang didapat dalam hal perpajakan khususnya Retribusi Jasa Usaha 
Terminal Tirtonadi Surakarta.  
 3. Bagi Pembaca 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 
bagi pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini yang sedang 
















ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
 
 Baridwan (1999: 2) mendefinisikan sistem adalah suatu kesatuan 
(entity) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan 
(subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Sistem adalah kumpulan atau jaringan dari berbagai unsur yang 
saling berkaitan untuk maksud tertentu yang terpadu untuk melakukan 
kegiatan. Sedangkan pengertian sistem secara umum adalah sekelompok 
unsur yang berhubungan erat satu sama lainnya, yang berfungsi bersama-
sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001: 5). 
Menurut Romney dan Steinbart (2004), pengertian sistem adalah 
sebagai berikut ini. 
a. Entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 
b. Perlengkapan dan program yang terdiri dari instalasi komputer 
lengkap. 




Dari pengertian sistem diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sistem terdiri dari kumpulan atau jaringan untuk membentuk suatu 
kerangka kerja agar dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tujuan 
tertentu. Suatu sistem dapat terbentuk karena adanya prosedur-prosedur 
tertentu. 
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 Prosedur merupakan suatu unsur dari sebuah sistem. Prosedur 
adalah suatu sistem urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa 
orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk penanganan 
secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang 
(Mulyadi, 2001: 5). Jaringan prosedur yang dibuat secara terpadu akan 
membentuk sebuah sistem. 
Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan 
yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001: 3). 
Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem 
akuntansi pokok adalah sebagai berikut ini. 
a. Formulir 
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, 
karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi 
direkam atau didokumentasikan di atas secarik kertas. Formulir sering 
pula disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media 
untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 
catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi 
direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. 
b. Jurnal 
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 
mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 
 lainnya. Seperti yang telah disebutkan sumber informasi pencatatan 
dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk 
pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai 
dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan, 
misalnya jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal umum. 
c. Buku Besar 
Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang 
digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 
sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini 
disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan 
dalam laporan keuangan. 
d. Buku Pembantu 
Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 





Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat 
berupa neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan laba yang ditahan, 
laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga 
pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, 
daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi 
informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat 
 berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor 
komputer. 
2. Sistem Pengendalian Intern 
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Sistem pengendalian intern adalah sistem yang meliputi unsur 
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 
manajemen (Mulyadi, 2001: 163). 
Baridwan (1999: 12) mendefinisikan sistem pengendalian 
intern baik secara sempit maupun secara luas. Dalam arti sempit sistem 
pengendalian intern merupakan pengecekan, penjumlahan mendatar, 
penjumlahan menurun, pengurangan, dan perkalian angka-angka yang 
tertera dalam formulir, serta penelitian cara penjumlahan atau 
pencatatan. Dalam arti luas sistem pengendalian intern didefinisikan 
sebagai pengawasan intern meliputi stuktrur organisasi dan semua 
cara-cara serta alat-alat yang digunakan di dalam perusahaan dengan 
tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa 
ketelitian dan kebenaran akuntansi, mendorong tingkat efisiensi dalam 
usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern 
Mulyadi (2001: 163) mengemukakan empat tujuan pokok 
sistem pengendalian intern yaitu sebagai berikut ini. 
 1) Menjaga kekayaan organisasi 
Sistem pengendalian intern yang baik akan menjamin dan menjaga 
kekayaan investor dan krediturnya. 
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
Dokumen atau formulir merupakan media yang digunakan untuk 
menerapkan penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi 
terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu 
penggunaan formulir harus diawasi, karena formulir digunakan 
sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi, sehingga prosedur 
pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam 
formulir, dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian 
dan keandalan yang tinggi. 
3) Mendorong tingkat efesiensi 
Penerapkan sistem pengendalian intern yang baik secara langsung 
akan meningkatkan tingkat efesiensi suatu transaksi organisasi. 
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
Kebijakan manajemen yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi 
akan berjalan dengan baik apabila penerapan sistem pengendalian 
intern dilaksanakan dengan benar. Pelaksanaan sistem akan 
berjalan dengan baik apabila penerapan sistem pengendalian intern 
dilaksanakan dengan benar. Pelaksanaan sistem pengendalian 
intern dalam suatu organisasi dapat dikatakan baik jika tidak luput 
dari terlaksananya unsur-unsur yang terkandung dalam sistem 
pengendalian intern. 
 c. Unsur Pengendalian Intern 
Mulyadi (2001: 164) mengemukakan unsur pokok sistem 
pengendalian intern yaitu sebagai berikut ini. 
1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas 
Struktur organisasi merupakan kerangka (frame work) pembagian 
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang 
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi 
berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. 
a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 
fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 
wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan 
dalam perusahaan memerlukan otorisasi manajer fungsi yang 
memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 
Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang 
untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah 
fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa 
keuangan perusahaan. 
b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap suatu transaksi, sebagai contoh 
yaitu dengan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi-fungsi 
operasi dan fungsi penyimpanan, catatan akuntansi yang 
diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya 
 yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi 
operasi dan fungsi penyimpanan. Jika misalnya fungsi 
penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi, perangkapan 
fungsi ini akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan 
transaksi yang sebenarnya tidak dapat dipercaya kebenarannya 
dan sebagai akibat kekayaan organisasi tidak terjamin 
keamanannya. 
2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan 
dan biaya 
Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisari 
dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 
transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat 
sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi 
terlaksananya setiap transaksi. 
3) Praktik yang sehat dalam melaksanankan tugas dan fungsi setiap 
unit organisasi 
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan 
prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana 
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik 
yang sehat dalam pelaksanaanya. Adapun cara-cara umum yang 
ditempuh untuk perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat 
adalah sebagai berikut ini. 
 a) Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya 
harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir 
merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya 
transaksi, maka pengendalian intern pemakaiannya dengan 
mengunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan 
pertanggungjawaban terlaksananya transaksi. 
b) Pemeriksaan mendadak (surprised audit) yang dilaksanakan 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan 
diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu 
organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap 
kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 
c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai 
akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada 
campur tangan dari satu orang atau satu unit organisasi lain. 
d) Perputaran jabatan (job rotation) yang diadakan secara rutin 
akan dapat menjaga idependensi dalam melaksanakan tugasnya 
sehingga persekongkolan di antara mereka bisa dihindari. 
e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 
Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang 
menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan bersangkutan 
digantikan untuk sementara oleh pihak lain, sehingga 
seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang 
 bersangkutan diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang 
menggantikan untuk sementara. 
f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 
catatannya untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 
ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. Sebagai contoh 
secara periodik diadakan hitungan kas (cash count) perhitungan 
fisik persediaan (inventory taking), perhitungan aktiva tetap. 
Hasil perhitungan ini digunakan untuk menjaga ketelitian dan 
keandalan data akuntansi yang dicatat dalam jurnal kas, 
pembantu persediaan, dan buku pembantu aktiva tetap. 
 
 
4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya 
Unsur mutu karyawan merupakan sistem pengendalian intern yang 
paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten 
dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai 
batas minimum. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan 
dapat dipercaya dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 
a) Seleksi calon karyawan yang berdasarkan persyaratan yang 
dituntut oleh pekerjanya. Program yang baik dalam seleksi 
calon karyawan yang memiliki kompetensi seperti yang 
dituntut oleh jabatan yang akan didudukinya. 
b) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 
perusahaan sesuai dengan perkembangan pekerjaannya. 
 d. Klasifikasi Sistem Pengendalian Intern 
Mulyadi (2001: 164) mengemukakan klasifikasi sistem 
pengendalian intern dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut ini. 
1) Pengendalian intern akuntansi (Internal Acconting Control) 
Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, 
dan ukuran-ukuran lain yang dikoordiansikan terutama untuk 
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan 
data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan 
menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang 
ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan 
keuangan yang dapat dipercaya. 
2) Pengendalian intern administratif (Internal Administrative Control) 
Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, 
metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama 
mendorong tingkat efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 
3. Pengertian Pengawasan (Controlling) 
Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk mengetahui hasil 
pelaksanaan, kesalahan, dan kegagalan untuk diperbaiki serta mencegah 
berulangnya kembali atau penerapan cara dan peralatan untuk menjamin 
bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan 
(Handoko, 1999: 359). 
a. Karakteristik Pengawasan 
 Handoko (1999: 373) mengemukakan karakteristik pengawasan untuk 
menjadi efektif harus memenuhi kriteria tertentu antara lain sebagai 
berikut ini. 
1) Akurat 
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang 
tidak akurat dari pengawasan dapat menyebabkan tindakan koreksi 
yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya 
tidak perlu ada. 
2) Tepat waktu 
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi 
secepatnya apabila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 
3) Obyektif dan menyeluruh 
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta 
lengkap. 
4) Terpusat pada titik pengawasan strategis 
Pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang 
dimana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang 
akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. 
5) Realistik secara ekonomis 
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau 
paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem 
tersebut. 
6) Realistik secara organisasional 
 Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-
kenyataan organisasi. 
7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi 
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja 
organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat 
mempengaruhi sukses atau kegagalan operasi dan informasi 
pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang 
memerlukannya. 
8) Fleksibel 
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan 
tanggapan/ reaksi terhadap ancaman/ kesempatan dari lingkungan. 
9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasi 
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi 
ataupun deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya 
diambil. 
10) Diterima para anggota organisasi 
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja 
para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, 
tanggung jawab, dan operasi. 
b. Tujuan Pengawasan 
Pelaksanaan pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut ini. 
1) Untuk mengetahui apakah program yang dibuat sudah sesuai 
rencana. 
 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu sudah telah dilaksanakan 
sesuai dengan rencana. 
3) Untuk mengetahui kesulitan serta kelemahan dalam bekerja. 
4) Untuk mencari solusi apabila dalam praktik ditemui kesulitan, 
kelemahan, dan kegagalan, untuk menuju kearah perbaikan. 
4. Retribusi Daerah 
a. Pengertian Retribusi Daerah 
Retribusi daerah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan 
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 
Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, yang 
dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
b. Fungsi Retribusi Daerah 
Terdapat dua fungsi utama dalam pungutan retribusi daerah 
yaitu sebagai berikut ini. 
1) Fungsi penerimaan merupakan fungsi pokok dari retribusi yaitu 
dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi Pemerintah 
Daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan 
pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi. 
 2) Fungsi pengatur mempunyai pengertian bahwa pungutan retribusi 
dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial 
ekonomi masyarakat. 
c. Jenis-jenis Retribusi Daerah 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, retribusi 
daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut ini. 
1) Retribusi Jasa Umum 
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 
Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
dengan kriteria-kriteria sebagai berikut ini. 
a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. 
b) Jasa yang bersangutan merupakan kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk 
melayani kepentingan umum. 
d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 
mengenai penyelenggaraannya. 
 f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
potensial. 
g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut ini. 
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan. 
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. 
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akte Catatan Sipil. 
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat. 
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 
f) Retribusi Pelayanan Pasar. 
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 
j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 
2) Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
dengan kriteria-kriteria sebagai berikut ini. 
 a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu. 
b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang besifat komersial 
yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum 
memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah 
tetapi belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah 
Daerah. 
   Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut ini. 
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 
b) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan. 
c) Retribusi Tempat Pelelangan. 
d) Retribusi Terminal. 
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir. 
f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa. 
g) Retribusi Penyedotan Kakus. 
h) Retribusi Rumah Potong Hewan. 
i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. 
j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. 
k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air. 
l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 
m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
3) Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
 atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 
Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah dengan kriteria-kreiteria sebagai berikut ini. 
a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 
b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum. 
c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin 
tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 
perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 
retribusi perizinan. 
  Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebagai berikut ini. 
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 
c) Retribusi Izin Gangguan. 
d) Retribusi Izin Trayek. 
Dari jenis-jenis retribusi daerah di atas, Retribusi Terminal dapat 
digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. 
d. Objek Retribusi Daerah 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, objek 
retribusi daerah adalah sebagai berikut ini. 
1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau 
diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial. 
 
3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
e. Subjek Retribusi Daerah 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, subjek 
retribusi daerah adalah sebagai berikut ini. 
1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang 
bersangkutan. 
2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang 
bersangkutan. 
 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 
5. Retribusi Terminal 
Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra atau antar 
moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan 
kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud 
simpul jaringan transportasi. 
Retribusi Terminal adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas 
dan/ atau pelayanan penggunaan terminal. Subjek retribusi terminal adalah 
orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
jasa terminal. Pelayanan jasa terminal adalah pelayanan penyediaan tempat 
parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha 
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. 
a. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Terminal 
Peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pemungutan 
retribusi terminal adalah sebagai berikut ini. 
1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah. 
 3) Peraturan Pemerintah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Terminal Penumpang. 
4) Semua ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan terminal 
yang berlaku di Indonesia. 
 
 
b. Subjek dan Objek Retribusi Terminal 
Subjek dan objek pemungutan retribusi terminal adalah sebagai berikut 
ini. 
1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan atau menikmati jasa pelayanan yang disediakan di 
terminal. 
2) Objek Retribusi Terminal adalah meliputi pelayanan penyediaan 
fasilitas terminal. 
c. Pungutan Jasa Pelayanan Terminal 
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu 
pemakaian terminal, jenis pelayanan, jenis kendaraan, jumlah dan 
waktu pelayanan. Pungutan jasa pelayanan terminal terdiri dari. 
1) Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan 
menurunkan penumpang. 
2) Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama 
menunggu keberangkatan. 
3) Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan 
angkutan umum penumpang. 
 4) Jasa kebersihan. 
5) Tempat penjualan tiket atau kacis.  
6) Tanda pengenal, meliputi tanda pengenal bagi pedagang beserta 
karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus. 
7) Jasa penggunaan kios. 
8) Jasa ruang tunggu penumpang, termasuk didalamnya fasilitas 
duduk, kebersihan, penerangan, Pusat Informasi, MCK (Toilet). 
9) Jasa pemasangan reklame. 
d. Struktur Besarnya Tarif Retribusi Terminal 
Struktur tarif retribusi terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, 
penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, 
kebersihan, penerangan, penyusutan, dan pemeliharaan. Besarnya tarif 
retribusi terminal ditetapkan atau ditentukan melalui kebijakan 
Walikota setempat. 
 
B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Prosedur Pemungutan Retribusi  Jasa Usaha Terminal di Terminal 
Tirtonadi Surakarta 
Dasar pelaksanaan sistem pemungutan retribusi Terminal Tirtonadi 
Surakarta yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal 
Penumpang. Dalam Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa retribusi 
dipungut di seluruh wilayah terminal dan sub terminal. Masa retribusi 
adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan Pemerintah 
 Kota. Masa retribusi dalam hal ini adalah satu hari. Retribusi terutang 
dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pemungutan 
retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib 
retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal ini wajib retribusi harus 
membayar retribusi dengan cara mengisi SKRD dengan benar dan 
lengkap. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain 
yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan 
menggunakan SKRD. Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat 
lain yang ditunjuk, hasil pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah 
dalam waktu selambat-lambatnya 1x24jam hari kerja. Setiap pembayaran 
retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku 
penerimaan. Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk 
mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran retribusi 
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut. Walikota dapat 
memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran 
retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
 sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang 
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat 
Tagihan Retribusi Terutang). Batas waktu keterlambatan pembayaran 
bunga retribusi maksimal 6 (enam) bulan. Dalam hal wajib retribusi tidak 
melaksanakan kewajiban membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut dan melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah 
ini, dapat diambil tindakan berupa pencabutan izin penempatan atau izin 
lainnya. 
Surat teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 
tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib retribusi harus melunasi 
retribusi yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan dikeluarkan 
oleh Pejabat yang ditunjuk. Walikota berdasarkan permohonan wajib 
retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan 
retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya 
retribusi, kecuali bila wajib pungut retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang retribusi. Kadaluwarsa penagihan retribusi tersebut tertangguh 
apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan hutang retribusi dari 
wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 
Mekanisme pelaksanaan sistem pemungutan retribusi Terminal 
Tirtonadi Surakarta yaitu sebagai berikut ini. 
 1) Wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan terminal dipungut 
sesuai tingkat penggunaan jasa. Wajib retribusi membayar retribusi 
terutang  kepada petugas pemungut retribusi. 
2) Atas pungutan tersebut petugas pemungut retribusi memberikan tanda 
bukti dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) 
lembar 2 atau dokumen lain yang dipersamakan kepada wajib retribusi, 
dalam hal ini adalah karcis retribusi. 
3) Setelah pergantian shift petugas pemungut retribusi menyerahkan 
SKRD lembar 1 dan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara 
Penerima Pembantu, dan SKRD lembar 3 kepada Bagian Akuntansi. 
4) Pergantian shift dilakukan dua kali pada waktu siang dan malam. 
Untuk pemungutan retribusi dari pagi sampai dengan siang hari pukul 
14.00 WIB, uang hasil pemungutan retribusi diserahkan kepada 
Bendahara Penerima Pembantu pada hari itu juga. Untuk pemungutan 
retribusi siang hari sesudah pukul 14.00 WIB sampai dengan malam 
hari, uang hasil pemungutan retribusi diserahkan hari berikutnya pada 
waktu pagi hari. 
5) Bendahara Penerima Pembantu menerima uang hasil pungutan 
retribusi, menghitung, dan mencatat uang hasil penerimaan pungutan 
ke Buku Penerimaan dan Surat Tanda Setoran, kemudian diserahkan 
ke petugas penyetor. 
6) Hasil pungutan tersebut kemudian disetorkan petugas penyetor ke Kas 
Daerah (Bank Pemerintah Daerah) dalam waktu selambat-lambatnya 
1x24jam hari kerja. 
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Gambar 2.1 Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal 
Tirtonadi Surakarta 
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 Gambar 2.2 Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal 
Tirtonadi Surakarta (lanjutan) 
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 Gambar 2.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal 
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 Gambar 2.4 Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal 
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 Gambar 2.5 Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal 
Tirtonadi Surakarta (lanjutan) 

























 Gambar 2.6 Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal 
Tirtonadi Surakarta (lanjutan) 
2. Sistem Pengendalian Intern dalam Pemungutan Retribusi di Terminal 
Tirtonadi Surakarta 
Sistem pengendalian intern dalam pemungutan retribusi di 
Terminal Tirtonadi Surakarta yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana 
Teknis Dinas (UPTD) Terminal yaitu sebagai berikut ini. 
a. Fungsi yang Terkait 
Terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam satu kali pemungutan 
retribusi Terminal Tirtonadi Surakarta. Fungsi-fungsi tersebut saling 
berkaitan dan mendukung satu sama lain sehingga terbentuk kesatuan. 
Fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagai berikut ini. 
1) Fungsi Pemungutan 
Fungsi pemungutan yaitu petugas pemungut retribusi. Petugas 
pemungut bertugas untuk melakukan pungutan retribusi kepada 
wajib retribusi dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah) atau dokumen yang dipersamakan yaitu karcis 
retribusi yang telah divalidasi.  
2) Fungsi Pencatatan 
Fungsi pencatatan yaitu Bendahara Penerima Pembantu dibantu 
oleh petugas penerimaan. Bendahara Penerima Pembantu bertugas 
untuk menerima SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) lembar 
1 dari petugas pemungut retribusi, menerima uang hasil pungutan 
retribusi, mengitung, dan mencatat kedalam Buku Penerimaan dan 
Surat Tanda Setoran.  
 3) Fungsi Penyetoran 
Fungsi penyetoran adalah petugas penyetor dibawah koordinasi 
dari Bendahara Penerima Pembantu. Petugas penyetor bertugas 
untuk menyetorkan uang hasil pungutan retribusi ke Bank 
Pembangunan Daerah (BPD) kemudian menyerahkan Surat Tanda 
Setoran yang telah divalidasi oleh pihak bank kepada Bendahara 
Penerima Pembantu. 
4) Fungsi Pembukuan 
Fungsi pembukuan bertugas untuk membukukan uang hasil 
pemungutan retribusi ke dalam Buku Harian dan Buku Induk 
dalam satu kali pemungutan serta membuat laporan berupa nota 
dinas dari hasil pemungutan yang diperoleh. 
b. Dokumen yang Digunakan  
Dokumen yang digunakan dalam pemungutan retribusi di Terminal 
Tirtonadi Surakarta yaitu sebagai berikut ini. 
1) Karcis 
Karcis merupakan dokumen utama yang digunakan oleh petugas 
pemungut retribusi terminal sebagai bukti pemungutan. 
2) Surat Tanda Setoran 
Surat Tanda Setor dibuat oleh Bendahara Penerima Pembantu 
untuk menyetorkan hasil pungutan yang diperoleh setiap hari ke 
Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). 
 
c. Elemen dalam Pemungutan Retribusi Terminal Tirtonadi Surakarta 
 Elemen dasar dalam pemungutan retribusi Terminal Tirtonadi 
Surakarta adalah sebagai berikut ini. 
1) Wajib Retribusi 
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi. Wajib retribusi melakukan 
pembayaran retribusi kepada petugas pemungut retribusi sesuai 
dengan tingkat penggunaan jasa yang digunakan di lingkungan 
terminal. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan 
jangka waktu pemakaian terminal, jenis pelayanan, jenis 
kendaraan, jumlah dan waktu pelayanan. 
2) Petugas Pemungut Retribusi 
Petugas pemungut bertugas untuk melakukan pungutan retribusi 
kepada wajib retribusi dengan menggunakan SKRD (Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen yang dipersamakan 
yaitu karcis retribusi yang telah divalidasi.  
3) Bendahara Penerima Pembantu 
Bendahara penerima pembantu bertugas untuk menerima SKRD 
(Surat Ketetapan Retribusi Daerah) lembar 1 dari petugas 
pemungut retribusi, menerima uang hasil pungutan retribusi, 
menghitung dan mencatat kedalam Buku Penerimaan dan Surat 
Tanda Setoran. 
4) Bagian Akuntansi 
 Bagian akuntansi bertugas untuk menerima SKRD (Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah) lembar 3 dari petugas pemungut 
retribusi kemudian membukukan uang hasil pungutan retribusi 
kedalam Buku Harian. 
5) Petugas Penyetor 
Petugas penyetor dibawah koordinasi dari Bendahara Penerima 
Pembantu bertugas untuk menyetorkan uang hasil pungutan 
retribusi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) kemudian 
menyerahkan Surat Tanda Setoran yang telah divalidasi oleh pihak 
Bank ke Bendahara Penerima Pembantu. 
6) Pihak Bank 
Pihak Bank dalam hal ini yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD). 
Pihak Bank menerima uang hasil pungutan retribusi dari petugas 
penyetor kemudian memberikan validasi ke Surat Tanda Setoran 
(STS). 
d. Unsur Pengendalian Intern 
Unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem 
pemungutan retribusi di Terminal Tirtonadi Surakarta terdiri dari 
organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang 
sehat, dan karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur-
unsur pengendalian intern dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Terminal selanjutnya dirinci sebagai berikut ini. 
1) Organisasi 
 Struktur organisasi dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Terminal telah ada pemisahan tanggung jawab fungsional yang 
tegas. Hal ini dapat dilihat dari adanya lebih dari satu orang atau 
satu unit dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Struktur 
organisasi di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal 
dikepalai oleh seorang Kepala UPTD, kemudian dibagi menjadi 
beberapa unit yaitu Urusan Tata Usaha, Urusan Pungutan, Urusan 
Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, Urusan Keamanan dan 
Ketertiban, dan Urusan Kebersihan dan Perawatan Bangunan. 
Diluar itu juga terdapat staf yang menangani bagian umum dan 
kepegawaian, pembantu bendahara barang, pembantu bendahara 
pengeluaran, dan pembantu bendahara pendapatan.   
2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi 
dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 
transaksi tersebut. Dalam sistem pemungutan retribusi terminal di 
Terminal Tirtonadi Surakarta telah ada sistem wewenang untuk 
otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Penggunaan formulir 
merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan 
wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi 
pemungutan retribusi, yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan 
transaksi dalam catatan akuntansi. 
3) Praktik yang Sehat 
 Cara-cara yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) Terminal dalam menciptakan praktik yang sehat untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi yaitu sebagai 
berikut ini. 
a) Adanya penggunaan formulir bernomor urut cetak yang 
pemakaiannya dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 
berwenang. 
b) Adanya pemeriksaan mendadak (surprised audit) yang 
dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) Terminal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan 
jadwal yang tidak teratur. 
c) Pemungutan retribusi terminal tidak dilaksanakan dari awal 
sampai akhir oleh satu orang melainkan dilaksanakan oleh 
beberapa orang petugas yang mempunyai tugas dan tanggung 
jawab yang berbeda. 
d) Adanya perputaran jabatan yang diadakan rutin, sehingga 
dapat menjaga indepedensi pejabat dalam melaksanakan 
tugasnya. 
e) Adanya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan 
Pengawas Daerah apabila menemukan kejanggalan. 
Pengawasan ini dilakukan secara rutin dengan cara sebagai 
berikut ini. 
(1) Pengawasan dilakukan secara langsung atau inspeksi 
mendadak (SIDAK). 
 (2) Pengawasan dilakukan dengan melihat dari hasil dan 
laporan realisasi penerimaan retribusi terminal. 
f) Secara periodik diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara 
kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansinya untuk 
menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 
keandalan catatan akuntansi. 
4) Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 
Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern 
yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang 
kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi 
sampai batas minimum, maka perusahaan akan mampu 
menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 
diandalkan. Untuk dapat mendapatkan karyawan yang kompeten 
dan dapat dipercaya, cara yang ditempuh oleh Unit Pelaksana 
Teknis Dinas (UPTD) Terminal yaitu dengan seleksi calon 






3. Pengawasan yang Dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Terminal Kota Surakarta untuk Meminimalisai Penyelewengan 
 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dalam 
melaksanakan tugas pemungutan retribusi terminal melakukan 
pengawasan agar pemungutan retribusi dapat berjalan lancar dan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang digunakan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal merupakan pengawasan 
berdasarkan subjek pengawas yaitu sebagai berikut ini. 
a. Pengawasan atasan langsung 
Pengawasan dilakukan secara langsung oleh Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Dinas (UPTD) Terminal kepada bawahannya apabila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. 
b. Pengawasan dari luar 
Pengawasan dari luar dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah 
(BAWASDA) atau Inspektorat Wilayah. Badan Pengawas Daerah 
melakukan pengawasan apabila terdapat penyimpangan atau 









Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis menemukan beberapa 




Dalam melaksanakan tugasnya banyak hal yang telah dicapai dan 
diusahakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal. Berikut ini 
adalah beberapa kelebihan yaitu antara lain. 
1. Telah dilakukan perluasan bangunan di wilayah terminal dan perbaikan 
fasilitas-fasilitas yang ada sesuai dengan Surat Ketetapan Walikota pada 
tahun 2009 ini, yang akan menjadikan Terminal Tirtonadi Surakarta 
bertaraf nasional dan pelayanan seperti pelayanan yang ada di bandara. 
Diharapkan setelah perluasan dan perbaikan fasilitas di Terminal Tirtonadi 
ini, masyarakat Kota Surakarta khususnya pengguna jasa di Terminal 
Tirtonadi merasa aman dan nyaman berada di lingkungan terminal. 
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal telah melakukan langkah-
langkah untuk memperbaiki pelayanan, misalnya dengan mengurangi 
beban pemakaian listrik dengan cara pemisahan penggunaan listrik untuk 
penerangan terminal dengan listrik untuk penerangan kios, menertibkan 
semua jenis SIP (Surat Izin Penempatan), dan pendataan ulang penyewa 




 Dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dihindari adanya kendala-
kendala dan kelemahan-kelemahan yang menghambat jalannya tugas Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal. Berikut ini adalah kelemahan-
kelemahan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal 
yang masih memerlukan perbaikan-perbaikan yaitu antara lain. 
1. Dalam pelaksanaan sistem pemungutan retribusi di Terminal Tirtonadi 
Surakarta, masih ada wajib retribusi tertentu yang kurang sadar akan 
kewajibannya untuk membayar retribusi. Hal ini dapat dilihat dari masih 
seringnya wajib retribusi jasa penggunaan kios atau los yang menunda 
atau menunggak pembayaran retribusi, dan masih banyaknya wajib 
retribusi loket bus malam, retribusi tanda pengenal yang menghindari 
membayar retribusi dengan berbagai alasan. 
2. Kurangnya pengawasan secara langsung kepada wajib pungut retribusi 
menyebabkan pelaksanaan pemungutan retribusi di Terminal Tirtonadi 
memungkinkan wajib pungut untuk melakukan penarikan retribusi tidak 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari masih 
seringnya wajib pungut retribusi yang tidak mengembalikan uang 
kembalian yang seharusnya diserahkan kepada wajib retribusi, sebagai 
contoh dalam pemungutan retribusi ruang tunggu yaitu senilai Rp. 200,00 
apabila wajib retribusi menyerahkan Rp. 500,00 atau Rp. 1.000,00 wajib 
retribusi ada yang tidak menyerahkan uang kembalian dan juga ada wajib 
pungut yang tidak menyerahkan karcis sebagai tanda pembayaran retribusi 
yang seharusnya menjadi hak wajib retribusi. Penyimpangan juga masih 
sering ditemukan dalam pemungutan retribusi bus cepat atau bus lambat, 
 wajib pungut retribusi sering tidak menyerahkan uang kembalian kepada 
wajib retribusi apabila mereka membayar dengan uang lebih. 
3. Masih ditemukan adanya peyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam 
pemungutan retribusi di Terminal Tirtonadi Surakarta yaitu antara lain: 
a. Pemungutan retribusi untuk jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan 
selain kendaraan angkutan penumpang, dalam Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang disebutkan bahwa 
tarif parkir untuk sepeda motor senilai Rp. 200,00 dan untuk mobil 
senilai Rp. 500,00. Tarif parkir yang saat ini berlaku di Terminal 
Tirtonadi menggunakan  tarif menurut Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2004 tentang Parkir Jalan Umum, yaitu Rp. 500,00 untuk motor 
dan Rp. 1.000,00 untuk mobil. 
b. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Terminal, retribusi jasa ruang tunggu senilai Rp. 200,00 sudah 
termasuk dengan fasilitas kebersihan, duduk, penerangan, informasi, 
dan toilet atau MCK. Keyataan di lapangan, pengunjung terminal tetap 
membayar penggunaan fasilitas toilet atau MCK senilai Rp. 1.000,00 
untuk setiap orang. 
4. Sumber daya Pemerintah Kota Surakarta khususnya perangkat kantor 
masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya tenaga 
pemantau lapangan atau tenaga pengawas, dan tenaga administrasi yang 
menyebabkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal tidak 
mungkin melaksanakan pengawasan satu per satu di lapangan. 
 5. Pemerintah Kota Surakarta masih mengalami kesulitan untuk membuat 
kebijakan yang disiplin dan tegas yang mampu menciptakan kesadaran dan 
pelaksanaan peraturan yang berlaku karena yang dihadapi adalah 
masyarakat itu sendiri. 
6. Banyaknya masyarakat luar yang memanfaatkan jasa-jasa yang ada di 
lingkungan terminal untuk mencari keuntungan dari jasa pelayanan 
terminal yang ada. Hal ini dapat dilihat dari jasa penggunaan fasilitas 
parkir kendaraan, dengan adanya campur tangan dari masyarakat luar yang 
ingin mencari keuntungan sendiri mereka memungut tarif parkir tidak 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan masih sering ditemukan adanya 













 Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan penulis, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. 
1. Sistem pemungutan retribusi terminal di Terminal Tirtonadi Surakarta 
yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal 
sudah menunjukkan sistem pemungutan yang cukup baik. Hal ini dapat 
dilihat dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi yang terkait dalam satu 
kali pemungutan retribusi terminal yaitu fungsi pemungutan, fungsi 
pencatatan, fungsi penyetoran, dan fungsi pembukuan. 
2. Sistem pengendalian intern yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) Terminal dalam pemungutan retribusi terminal sudah 
menunjukkan adanya unsur sistem pengendalian intern yaitu struktur 
organisasi dengan tanggung jawab fungsional yang tegas, sistem otorisasi 
dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang mutunya 
sesuai dengan tanggung jawabnya. 
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal telah melakukan langkah-
langkah untuk memperbaiki pelayanan, dan pada tahun 2009 ini telah 
dilakukan perluasan bangunan di wilayah terminal dan perbaikan fasilitas-
fasilitas yang diharapkan akan membuat pengguna jasa terminal merasa 
lebih aman dan nyaman berada di lingkungan terminal. 
4. Masih ditemukan adanya pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa 
tertentu di Terminal Tirtonadi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang, antara lain 
pemungutan retribusi untuk jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan 
selain kendaraan angkutan penumpang, pemungutan retribusi jasa ruang 
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 tunggu, pemungutan retribusi bus cepat atau bus lambat, pemungutan 
retribusi kios atau los. 
5. Kurangnya pengawasan menyebabkan wajib pungut retribusi sering 
melakukan pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Wajib pungut retribusi sering tidak menyerahkan uang kembalian 
dan tidak menyerahkan karcis sebagai tanda pembayaran retribusi yang 
seharusnya menjadi hak wajib retribusi. 
6. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal 
sebagian besar berasal dari luar sehingga sulit diatasi karena permasalahan 
ini bertumpu pada masih kurangnya kesadaran wajib retribusi tertentu dan 
wajib pungut retribusi untuk melaksanakan pungutan retribusi sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, semakin banyak masuknya masyarakat 
luar yang memanfaatkan pelayanan jasa di lingkungan terminal untuk 
mencari keuntungan pribadi, dan kurangnya tenaga pengawas di lapangan 
7. Pemerintah Kota Surakarta kurang memperhatikan sumber daya manusia 
yang masih sangat terbatas khususnya tenaga pemantau lapangan untuk 
melaksanakan pengawasan langsung dalam pemungutan retribusi di 
Terminal Tirtonadi.  
B. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan 
penulis, maka penulis memberikan rekomendasi yang dapat berguna untuk 
Terminal Tirtonadi Surakarta yaitu sebagai berikut ini. 
1. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan lebih meningkatkan program kerja 
untuk menertibkan, menata, dan mengelola penggunaan jasa di Terminal 
 Tirtonadi, karena sampai dengan saat ini tenaga pengawas atau tenaga 
pemantau lapangan masih kurang, dan makin banyaknya masyarakat luar 
yang memanfaatkan jasa-jasa di lingkungan terminal akibat semakin 
meningkatnya jumlah pengangguran dan sulitnya mencari lapangan 
pekerjaan. Hal ini seharusnya lebih mendapatkan perhatian khusus karena 
telah mengganggu kepentingan umum, khususnya pengguna jasa di 
Terminal Tirtonadi. 
2. Sudah saatnya Pemerintah Kota Surakarta mulai mengevaluasi Peraturan 
Daerah yang saat ini berlaku di Terminal Tirtonadi Surakarta sehingga 
aturan-aturan di dalamnya dapat membuat kondisi di lingkungan terminal 
bisa lebih tertata. 
3. Menumbuhkan kesadaran bagi wajib retribusi untuk melaksanakan 
kewajibannya dengan cara memberikan peringatan berupa teguran dan 
sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang melakukan pelanggaran. 
4. Melakukan pembinaan secara rutin kepada masing-masing unit di 
Terminal Tirtonadi Surakarta, terutama kepada wajib pungut retribusi 
karena masih sering ditemukan wajib pungut atas jasa pelayanan tertentu 
yang melakukan penarikan retribusi terminal tidak sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
5. Pihak pengelola terminal diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan 
memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat memperlancar para pengguna 
jasa agar pengguna jasa merasa diperhatikan dan merasa ada kontraprestasi 
atas retribusi yang mereka bayarkan. 
 6. Menciptakan suasana aman dan nyaman di lingkungan Terminal Tirtonadi 
Surakarta sehingga calon penumpang atau para pengguna jasa yang lain 
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